PERATURAN
MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2011
TENTANG
PEDOMAN PENANGANAN ANAK KORBAN KEKERASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Menimbang

REPUBLIK INDONESIA,

bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari
kekerasan dan diskriminasi serta bentuk-bentuk eksploitasi baik
ekonomi, seksual, penelantaran, ketidakadilan dan perlakuan
salah lainnya;

bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak mewajibkan kepada negara, pemerintah,
masyarakat, keluarga, dan orang tua untuk bertanggung jawab
menyelenggarakan perlindungan anak terutama dari kekerasan;

bahwa anak yang mengalami kekerasan menderita secara fisik,
psikis, dan mental sehingga diperlukan upaya untuk
menyembuhkan kondisinya seperti semula;

bahwa dalam upaya membantu Pemerintah, Pemerintahan
Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota dan masyarakat
dalam menyelenggarakan perlindungan anak dari kekerasan
diperlukan pedoman tentang Penanganan Anak Korban
Kekerasan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf d, perlu menetapkan
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Mengingat

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak tentang Pedoman Penanganan Anak Korban
Kekerasan;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor
109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4235);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4419);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan
Saksi Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4635);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4720);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet
Indonesia Bersatu |l;
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Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PEDOMAN
PENANGANAN ANAK KORBAN KEKERASAN.

Pasal 1

(1) Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan meliputi:
a. pelayanan identifikasi;
b. rehabilitasi kesehatan;
c. rehabilitasi sosial;
d. pemulangan;
e. bantuan hukum; dan
f. reintegrasi sosial.

(2) Penanganan anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan secara khusus sesuai kepentingan
terbaik bagi anak.

Pasal 2

Mekanisme dan langkah-langkah penanganan anak korban
kekerasan, koordinasi pelayanan, monitoring, evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 serta formulir data anak korban kekerasan adalah

sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri ini yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

(1) Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan menjadi acuan
Pemerintah, Pemerintahan Daerah, Organisasi Masyarakat,
Lembaga Layanan yang menangani anak korban kekerasan.

(2) Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan disusun dan
diterapkan dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib
Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota yang berkaitan
dengan perlindungan anak yang sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.


http://www.djpp.depkumham.go.id

Pasal 4

Pemerintah, Pemerintahan Daerah, Organisasi Masyarakat,
Lembaga Layanan yang menangani anak korban kekerasan dalam
melaksanakan Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan
disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan, kemampuan
kelembagaan, sarana, prasarana, dan petugas yang menangani
anak korban kekerasan.

Pasal 5

(1) Pemerintah, Pemerintahan Daerah, Organisasi Masyarakat,
Lembaga Layanan yang menangani anak korban kekerasan
dalam melaksanakan Pedoman Penanganan Anak Korban
Kekerasan dapat melakukan pemberdayaan masyarakat.

(2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan melalui:

a. penguatan kelembagaan masyarakat;

b. peningkatan pendidikan dan keterampilan petugas dalam
penanganan kekerasan terhadap anak; dan

c. pengembangan jaringan kerja sama dan informasi
masyarakat.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Menteri Negara ini dengan penempatannya dalam Berita
Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 31 Januari 2011
MENTERI NEGARA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,

LINDA AMALIA SARI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 31 Januari 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 42
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